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Isi Abstrak

Listrik merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang cukup
vital. PLN sebagai pihak penyedia ketanagalistirikan telah mengeluarkan
kebijakan pembayaran melalui sistem PPOB dengan tujuan memberikan
pelayanan lebih bagi konsumen seiring dengan perubahan tekhnologi dan
arus informasi yang cepat. Namun di sisi lain, kebijakan penerapan
pembayaran melalui PPOB tersebut ternyata telah menciderai hak-hak
konsumen. Konsumen dibebankan biaya tambahan administrasi yang
jumlahnya bervariasi, berkisar Rp1.600,00 sampai Rp5.000,00. Kebijakan
ini dicantumkan secara sepihak dalam perjanjian baku melalui Surat
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sehingga melanggar ketentuan dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK). Sehingga timbul permasalahan bagaimana tanggung jawab
pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat sistem PPOB didasarkan
pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK? dan bagaimana perlindungan
konsumen terhadap pelaksanaan klausula dalam transaksi pembayaran
listrik?. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis
normatif. Hasil penelitian bahwa PLN melanggar ketentuan Pasal 4 huruf
b dan ¢ Pasal 5 huruf ¢ serta Pasal 18 Ayat (1) huruf a UUPK, maka PLN
bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen ketenaga-
listrikan yang menggunakan jasa pembayaran listrik melalui sistem PPOB
yang secara materi diatur dalam Pasal 19 UUPK yang menegaskan bahwa
pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Akan tetapi, upaya
hukum gugatan konsumen yang menggugat PLN pada Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dalam putusannya ditolak, maka konsumen harus
menerima putusan hakim dan harus menerima sistem pembayaran yang
telah ditentukan oleh PLN melalui sistem PPOB. Kebijakan PLN yang
menerapkan klausula baku dalam sistem PPOB menguntungkan pihak
perbankan, namun merugikan konsumen sebab dasar pungutan tidak
jelas dan merugikan konsumen. Dengan demikian, maka perlindungan
konsumen terhadap pelaksanaan klausula dalam transaksi pembayaran
listrik berlaku Pasal 18 ayat (3) UUPK akan dinyatakan batal demi hukum.
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